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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam Bab IV terhadap peraturan 

pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan prinsip hak asasi manusia 

(HAM) dan lingkungan hidup, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Peraturan dengan Prinsip HAM dan Lingkungan Hidup: 

a) Beberapa peraturan perundang-undangan terkait pertambangan 

mineral dan batubara di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip 

perlindungan HAM dan lingkungan hidup, namun pengaturan 

terkait prinsip partisipasi masyarakat dan pemenuhan hak 

masyarakat adat masih minim. UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan 

turunannya dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya memberikan 

landasan hukum untuk perlindungan lingkungan dan hak-hak 

masyarakat.  

b) Kendati demikian, banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran 

HAM dan kerusakan lingkungan masih sering terjadi di wilayah 

pertambangan. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada 

belum sepenuhnya memadai dalam memastikan pemenuhan prinsip 

HAM atas lingkungan hidup. 

2. Permasalahan Hukum dan Kelemahan Peraturan Perundang-

Undangan: 

a) Terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi yang mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Dalam hal 

ini, kurangnya penegakan hukum, minimnya partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya mekanisme 

pengawasan serta tidak adanya pengaturan mengenai pemenuhan 

hak masyarakat adat. 

3. Perlindungan HAM dan Lingkungan Hidup: 
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a) Perlindungan HAM atas lingkungan hidup di wilayah pertambangan 

masih memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam hal 

penanganan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas 

pertambangan. 

b) Beberapa kasus seperti pencemaran air, kerusakan lahan, dan 

hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat aktivitas tambang 

menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengawasan dan 

penegakan hukum. 

5.2 Saran 

1. Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengawasan: 

a) Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan 

terhadap aktivitas pertambangan untuk memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memperkuat kapasitas lembaga pengawas dan melibatkan 

masyarakat dalam proses pengawasan. 

b) Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan 

HAM oleh perusahaan tambang harus dilakukan secara konsisten 

untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran 

di masa depan. 

2. Partisipasi Masyarakat: 

a) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait 

aktivitas pertambangan harus ditingkatkan. Mekanisme konsultasi 

publik yang transparan dan inklusif perlu diterapkan untuk 

memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat terdampak 

diakomodasi dengan baik. 

b) Masyarakat harus diberikan akses informasi yang memadai terkait 

rencana dan dampak kegiatan pertambangan, serta dilibatkan dalam 

proses penyusunan dan evaluasi AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan). 

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: 

a) Transparansi dalam proses perizinan dan operasional tambang harus 

ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan 
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wewenang. Pemerintah harus memastikan bahwa semua proses 

perizinan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

b) Akuntabilitas perusahaan tambang dalam pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perlu ditingkatkan. Perusahaan harus 

secara rutin melaporkan kegiatan CSR (Corporate Social 

Responsibility) dan dampak lingkungan dari operasional mereka. 

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan: 

a) Regulasi dan kebijakan terkait pertambangan perlu diperkuat 

dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang telah diakui, 

seperti prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Dewan HAM PBB, IGF, 

dan ICMM. 

b) Pemerintah perlu mengevaluasi dan merevisi peraturan perundang-

undangan yang ada untuk mengatasi kelemahan dan inkonsistensi 

yang ditemukan, serta memastikan bahwa regulasi tersebut mampu 

memberikan perlindungan yang efektif terhadap HAM dan 

lingkungan hidup. 

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan sektor 

pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dapat berjalan dengan lebih 

berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat ekonomi 

tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 
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